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PENDAHULUAN 

 

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang paling berpotensi. Seperti 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi 

daerah yaitu pajak provinsi dan tiga macam pajak kabupaten/kota sebagai pencatatan bahwa 4 air 

tanah adalah bagian dari pajak miliki provinsi saat itu, tetapi dalam Undang-Undang ini dibagi 

menjadi 2 yaitu pajak air permukaan yang tetap milik provinsi dan pajak air tanah (air bawah 

tanah) yang sah diambil alih oleh kabupaten/kota. Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai pajak yang 

menjanjikan di masa depan karena akan ada peningkatan dari pemanfaatannya Sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Air Tanah adalah air 

yang ada dalam lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah tanah. Pajak air tanah dipungut 

pajak atas pemanfaatannya. Pengawasan dan pengendalian pajak termasuk pemanfaatan air tanah 
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 Local taxes are taxes levied and managed by local governments to 

finance all government functions and regional development. The 

Regional Revenue Agency is a regional device that functions to 

manage all types of regional revenue and income, one of which is 

groundwater tax (PAT). This research was conducted to find out the 

supervision of groundwater tax collection as well as obstacles and 

efforts in increasing groundwater tax revenue at the Regional 

Revenue Agency of DKI Jakarta Province. This research uses a 

descriptive qualitative method. Data collection from this research is 

by conducting interview, observation, and documentation. The 

theory used in this research is supervision according to Handoko. 

The results showed that groundwater tax supervision did not reach 

the revenue target in 2023 with a percentage of 93.07% even though 

the number of taxpayers increased in 2023 by 6.294 taxpayers. This 

is due to several obstacles taxpayers only use groundwater as a 

reserve and are severely restricted, the poor quality of groundwater, 

as well as low awareness and non- compliance taxpayers with their 

tax obligations. Efforts made by the Regional Revenue Agency of 

DKI Jakarta Province are to integrate the groundwater tax system 

with the development of the groundwater utilisation system and 

conduct socialisation for data collection and confirmation of 

groundwater use for taxpayers. 
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dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik agar kesadaran wajib pajak meningkat dengan baik 

dan memberikan alat segel pajak serta pendataan pada setiap alat meter air tanah yang digunakan 

wajib pajak. DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengenakan pemungutan pajak daerah, 

termasuk pajak air tanah. Keadaan ini menunjukkan potensi yang baik untuk masa depan, 

mengingat penggunaan air tanh terus bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, digunakan 

untuk kebutuhan rumah tangga, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan 

mandiri. 

Untuk membantu kelancaran perolehan pajak air tanah agar terealisasi, dalam peraturan Pasal 

67 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 Bapenda Provinsi 5 DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan 

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 

bertugas untuk pendataan sekaligus pengawasan, salah satunya dengan pemasangan alat meteran 

tanah digital yang terhubung langsung dengan pemerintah setempat agar meminimalisir potensi 

kecurangan dalam pendataan pajak air tanah. Dengan demikian, peraturan diatas menyebutkan 

dampak eksternalitas negatif yang meliputi pencemaran air berupa pengeboran sumur dalam. Hal 

ini dapat menyebabkan pengguna menanggung biaya tambahan terkair dengan dapak negatif 

ekternalitas, baik dalam bentuk biaya langsung, pajak, atau izin yang dapat diperdagangkan. 

Namun, ada juga dampak postif eksternalitas yang diberikan oleh masyarakat sebagai penyedia dan 

penjaga kelestarian kawasan tangkapan air tanah dari potensi kerusakan dan penurunan kualitas 

lingkungan, termasuk erosi, banjir di wilayah sungai, dan penurunan kualitas air.  Pajak air tanah 

mempunyai fungsi sebagai ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pemanfaatan dan 

pengambilan air tanah sebagai penghindaran dari kecurangan para pelaku usaha berhubungan 

dengan debit air yang dipakai. Penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta berharap dapat di jalankan 

secara benar oleh pihak pemerintahan. Sebagaimana hasil yang diperoleh dari penerimaan pajak air 

tanah bisa dialokasikan ke Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai 6 pengelolaan air 

tanah yang diharapkan dapat mengendali ayau membenahi kerusakan lingkungan atas penggunaan 

air tanah oleh masyarakat dengan menerapkan strategi pemerintah dalam mengatur air tanah. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Administrasi : Menurut Hadari Nawawi (dalam Iriawan, 2017. 28), mengemukakan: 

“Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja 

sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” 

2. Administrasi Publik : Menurut Siagian (Mulyono, 2016, 42) mengemukakan: “Administrasi 

Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada proses keputusan yang telah diambil 

dan pelaksanaan itu 32 pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,” 

3. Administrasi Pajak : Menurut Lawrence Summer (Rahayu 2017,93) mengemukakan: 

“Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahaptahap pendaftaran Wajib Pajak, 

penetapan pajak. Pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang 

tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion). 

4. Pajak : Menurut Adriani (Dwikora Harjo 2019,4) mengemukakan: “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” 

5. Pajak Daerah : Menurut Dwikora Harjo (2019:16), mengemukakan: “Pajak Daerah adalah 

pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah 
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(Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah untuk dialokasikan dalam anggaran pendapatan 

daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.” 

6. Teori Pengawasan : Menurut Handoko (Yuritanto, 2023 :10) mengemukakan: “Pengawasan 

adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.” 

7. Pajak Air Tanah : Menurut Dimas Dwi Anggoro (Julaiha 2023, pp 266-267) mengemukakan: 

“Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah 

adalah air terdapat lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.” 

  

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui studi literatur, kemudian dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan 

saat ini. Dan melalui proses wawancara dengan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan 

pedoman teori. Menurut Sugiyono (2018:2) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci 

mengenai keadaan tertentu. Pemerintah Daerah di dalam instansi pemerintahan ingin mengetahui 

bagaimana penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam 

melakukan pengawasan terhadap wajib pajak daerah khususnya Pajak Air Tanah sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

 

1) Penetapan Standar Pelaksana 

 Dalam hal ini pengawasan di dalam nya terdapat penetapan standar pelaksanaan 

yang dimana menjadi suatu satuan yang dapat diggunakan sebagai penilaian hasil dari 

pelaksaan yang telah dijalankan dalam hal ini mencangkup beberapa entitas seperti 

pengembangan prosedur dan aturan serta mengembangkan rencana yang akan diambil. 

Pengawasan di Bapenda Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik .dilakukan 

sesuai dengan peraturan perda yang berlaku dengan pendataan secara langsung guna 

meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah. Pengawasan pemungutan Pajak Air tanah 

membutuhkan inovasi seperti platform digitalisasi agar semua proses pemungutan bisa di 

akses lebih mudah oleh semua wajib pajak dan pegawai fiskus. Termasuk juga Sanksi-

sanksi denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak menjadi suatu hal yang bisa 

mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah. 

2) Pengukuran Kerja 

 Dimensi yang pertama adalah penilaian terhadap struktur yang telah dibuat 

sebagaimana untuk mengoptimalkan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan Pajak Air Tanah 
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harus diadakan penambahan Sumber Daya Manusia supaya dengan adanya penambahan ini 

koordinasi di lapangan dan di kantor yang bisa menjadikan kinerja pegawai lebih efisien 

serta bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya terdapat strategi yang tepat 

untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya 

seperti membayar serta melaporkan pajak nya. Hal ini bisa dengan diadakannya  sosialisasi 

dan edukasi baik secara langsung atapun melalui media sosial atau media cetak yang telah 

disediakan dan bekerja sama dengan bagian Satpel penyuluhan Bapenda Provinsi DKI 

Jakarta. 

3) Penilaian Kerja 

 Penilaian kinerja tidak terhindar dari motivasi karyawan sebagai penunjang 

kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja menggunakan 

suasana yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini terjadi perubahan 

Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan bagi Bapenda Provinsi DKI Jakarta agar 

lebih efisien karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. 

Selain itu terdapat struktur akuntabilitas yang sangat penting dan dari hasil evaluasi yang di 

dapatkan Bapenda Provinsi DKI Jakarta harus mempunyai laporan terukur berupa data 

akurat wajib pajak air tanah dan jumlah meteran air yang digunakannya dalam nya terdapat 

proses monitoring dan evaluasi supaya supaya dengan adanya proses pengawasan akan 

berjalan lebih optimal dan memberikan dampat positif bagi penerimaan pajak air tanah 

ditaun berikutnya. 

4) Tindakan Koreksi 

 Pengembalian tindakan koreksi yang dibutuhkan apabila pelaksanaan menyimpang 

dari standar yang dilakukan oleh pengawasan. Evaluasi dalam pengawasan ini mencakup 

beberapa seperti bisa diintegrasikan ke dalam proses evaluasi kinerja agar berjalan secara 

sistematis dalam pengawasan Pajak Air Tanah. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi dari 

pengawasan Pajak Air Tanah ini sangat terbatas jumlah Sumber daya Manusia dan 

perbaikan proses penggunaan teknologi digitalisasi untuk mendapatkan perolehan data 

masyarakat yang menggunakan air tanah melewati data meteran air secara langsung dan 

mendeteksi adanya penurunan penggunaan dikarenakan kualitas yang tidak menentu. 

 

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan 

Penerimaan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

 

 Hambatan di hadapi oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam pengawasan pajak 

air tanah adalah wajib pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan dan sangat 

dibatasi karena buruknya kualitas air tanah terutama wajib pajak yang tinggal di pesisir laut 

sehingga berpengaruh terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak air tanah menjadi 

masalah besar wajib pajak beralih menggunakan air PAM dan air bersih yang diberikan oleh 

swasta lalu banyak objek pajak yang tutup dan tidak aktif namun masih terdaftar pada sistem 

PAT karena keterbatasan SDM dan WP tidak melaporkan kepada kantor UPPPD bahwa sudah 

tidak aktif sehingga data masih muncul. Masih ada pelaku usaha yang masih melakukan 

penyimpangan dengan memanfaatkan air tanah tanpa melakukan dan menghindari kewajiban 

perpajakannya dalam membayar pajak air tanah. 

 

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan- Hambatan Yang Terjadi Dalam 

Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta 
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 Untuk meningkatkan perndapatan pajak Air Tanah Bapenda melakukan pendataan dan 

pengukuhan terhadap penggunaan air tanah bagi pelaku bisnis hotel restoran perusahaan serta 

pendataan penelitian secara masif atas penggunaan air tanah yang bekerja sama dengan dinas 

SDA palyja dan PAM untuk bertukar data, melakukan perintegrasian sistem pajak air tanah 

dengan Pengembangan sistem pemanfaatan air tanah oleh dinas SDA secara  online dengan 

penginputan meteran air dan pemungutan perpajakan nya dan yang terakhir melakukan 

penagihan aktif menggunakan surat paksa sita dan lelang menggunakan juru sita pajak daerah. 

Bapenda Provinsi DKI Jakarta mencoba  mengimplementasikan realisasi pencapaian atas target 

yang telah ditetapkan supaya ditahun berikutnya dan pengoptimalkan digitalisasi secara online 

agar pengawasan berjalan secara efisien. 

KESIMPULAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Tahun Anggaran 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang 

tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.  

2. Hambatan yang di Alami Bapenda DKI Jakarta, wajib pajak hanya menggunakan air tanah 

sebagai cadangan sangat dibatasi karena buruknya kualitas air tanah, kesadaran yang rendah 

dan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan kurang nya SDM pada 

pegawai fiskus yang memantau dan mendata wajib pajak pengguna air tanah yang 

mengakibatkan tindak manipulasi meteran air. 

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang tejadi dalam pengawasan 

pemungutan pajak air tanah adalah melakukan perintegrasian sistem pajak air tanah dengan 

Pengembangan sistem pemanfaatan air tanah atau digitalisasi meteran air tanah dan melakukan 

sosialisasi untuk pendataan dan pengukuhan ulang terhadap penggunaan air tanah bagi wajib 

pajak. 
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